SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN

Menimbang :

Mengingat

RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten  Rembang  diberikan  Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang berdasarkan Kemampuan Keuangan
Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
Kemampuan Keuangan Daerah masuk dalam kelompok
sedang;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 perhitungan
Kemampuan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan :

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 129);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2022 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati Rembang dan
Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati
Rembang dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.



Pasal 1

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp 439.412.991.201.46
(empat ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta sembilan
ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus satu empat puluh enam rupiah);

Pasal 2

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratua
ribu rupiah) per bulan.

Pasal 3

Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratua ribu
rupiah) setiap melaksanakan reses.

Pasal 4

(1) Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang adalah:
a. Ketua Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per
bulan; dan
b. Wakil Ketua Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
perbulan.

(2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan:
a. Ketua:
1. maksimal Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu
rupiah) sekaligus (Lumpsum); dan
2. minimal Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu
rupiah) untuk dana operasional lainnya.
b. Wakil Ketua
1. maksimal Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
sekaligus (Lumpsum); dan
2. minimal Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk
dana operasional lainnya.

Pasal 5
Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Reses dan Dana Operasional

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mulai berlaku pada Tahun Anggaran
2023.

Pasal 6



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI REMBANG,
ttd

ABDUL HAFIDZ

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 57
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